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GUBERNI]R LAMPUI\{G

PERATUPAN GUBERNUR LAM]PUNG
NOMOR 4C TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMASIIXAI{ DAN PENGELUARAN HEWAIiI DAN/ATAU PRODUK HEWAN

DEITGAN RAHMAT TUHAN YANG IUIAHA ESA

GUBERNUR L.IMPUNG,

Meninrbang bal,wa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah
.l)rov'insi Lar-^pung Nomor 30 Tahr-rn 2014 tentang Penyelenggaraan
Peternaka.n dan Kesehatan Hewan, perlu ntenetapkan Peraturan
Gnbemur l,ampung tentang Pemasukan clan Pengeluaran Hewan
dan /atau hoduk Hewan;

Menginga: L . l.Jnda.ng-l Indang Nomor 14 'l'ah un 19(r/ tentang Penet.apan
Peraturan Pemerintah Pengganti Llndang-Un.lang Nomor 3
'l'ahun i 964 tentang Pembentuka.n Daerah Tingkat I Lampung
<lengar rnengubah Undang-[Jnd;ang Nomor 25 'lahur-r 1959
tentang Pembentukan Daerah 'lingkat I Sr: matera Selatan
(l,embaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjaCi Undang-
Undang (l,embaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
krnbara.n llegara Nomor 2688);

2. Undanl;Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan fl.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Taml.,ahrt:n Lenrbetratt Negara
Republirr lndonesia Nonror 3482);

3. Undeng-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan LembararL Negara Republik lndonesia
Nomor 3B2t);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan
Kesehdtan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndor :sia Nomor 50 15) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
I(esehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 338, Tambahan Lembararr Negara Republik
Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahurr 20 14

Nornor 244, Tambahan Lembara:n Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengar: Und- ng-Undarrg Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan I(edua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pen.erintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Inclonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Rel,ublik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 'l'ahun 2000 tentang Karantina
Hewan (kmbaran Negara Republik l.',donesia Tahun 2000
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomol!4002);

7. Pe:aturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol4 tentang
Pegeridalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (kmbaran

' Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20'l 5 tentang
Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesra Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
I 20 Tahun 20 1 8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18
Nomcr 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pete;nakan dan Kesehatan He\.{'an
(Lernbara:r l\aerah Pr ovinsi Lampung Tah un 20 1 4 Notnor 30,
Tambah an lcmbaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 428);

10. Per aturan L-,aerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 20 1 7
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi La.mpung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
lrmbaran Daerah Prorrinsi Lampung Nomor a-221 /20l9l;

I 1 . Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 20 19
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (l,embaran Daerah
Provinsi la.mpung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahaa Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 456);

PNRATURAN GUBERI{UR I.EN:TANG PEIV1ASUKAN
?EXIGELUARAN HEWAN DAN/ATAU PRODUK HEWAN.

DAN

BAB I

KETENTUAN UMIIM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksairaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Provinsi adalah Provinsi Lampung

4. Gubernur ada-lah Gubernur Lampung.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya clisingkat PD adalah
Perang:<at Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
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15.

16.

6. Dinas adalah Perangl<at Daerah. yang melaksanakan urusan oeternakan,
kesehatan L,e u'an dan kesehatan masyarakat veteriner.

7 . Kepala Dinas adalah I(epala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
Petemakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan rnrasyarakat veter-iner.

8. Petemakan adalah segala urusan yang berl<aitan dengan surnberdaya fisik,
benih, bibit, dan atau bakalan, pakan, alat darr mesin peterrrakan, budidaya
ternak, pane r, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.

9. Kesehatan llewan adalah segala urusan yarrg berkaitan dengeln perawata.n
her,i,an, perrgJbatan her-ran, pelayanan kesehal.an hewan, pengendalian dan
penanggulangan penyCkit hewan, penolakan penyakit, medik reprodu:ksi, medik
konsewasi, obat he.,van dan peralatan kesehatan hewan dan keamarran pakan.

10. Kesehatan Masyarakat Veteriner selanjutnya disingkat kesmavet adalah segala
rlrusan yang berhubungan dengan hewan darr produk hewan yang secara
langsurrg dan tidak langsung mempengaruhi kesehatari manusia.

1 1. Hewan adalah binatrng atau satwa yang selumh atau sebagian dari siklus
hidupnya bera;la di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun
dihabitatnya.

12. Hewan eksotjl< adalah hewan liar yang dijadikan sebagai hewan peliharaan,
tampak cLlkup jinak namun sama sekali tidak kehilanga.n insting/naluri
liarnya.

13. Hewan liar adalah hev,an yang tidak pernah di domestikasikan atau dipelihara
atau dibiasa.kan hidup bersama manusia yang lahir, tumbuh dan besar di
habitat asli mereka di a-lam bebas.

l4 H-'rva. kesayangan adalah hewan yang dipelihara manusia dengan kasih
sayang, untuk kesenanga.n atau hobi, yang memberikan l<ebahagiaan pada
manusia a au keuntungan untuk dikembangbiakan.

Hewan akuatik adalah hewar, yang habitat hidupnya di dalam air.

Temak adalah he-wan pel'haraan yang produknya diperuntukkan sebagai
penghasii pangar,, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang
terkait dengan pe- ,anian.

Pemeriksaan hewa.n adalah pemeriksaan terhaclap ras, jenis kelarnin, jumlah,
kesehatan serta ke:lengkapan dokurilen hewan dan/atau produk hewan yang
merupakan prosedur tetap sebelum hewan dimasukkan ke dalam atau
dikeluarkan ke luar daerah

Lalu-lintas h:wan dan/atau produk hewan adalah pemasukan, pengeluaran,
dan periintasan hewan dan /atau produk hewan.

Fos La-lu Lintas Ternak adalah tempat (checkpoint) resmi untuk pemeriksaan
dokumen pemasul<an dan pengeluaran temak dan/atau bahan asal hewan.

Pemasrtka n ilda.lah keg'atan memasukkan ternak/he"van dan/atau bahan asal
hewan da.r'i luar daerah ke dalam daerah

Pengeluai'an €dalah kegiatnn mengeluarkan ternak dan/atau bahan asal hewan
dari da'lanr diierah ke luar daerah.

Badan Usnha adalah sekumpulan crang dan/atau modal yang rnerupakat't
kesatuan bail< yang melakukan usaha maupun yang ticra.k n.';lakukan usaha
yang nrelipr-rti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainn-v*a,

Badan Usat:ii Milik Negara, atau Daerah dengrLn nama dan bentuk apapun,
Persekutuan. Perkurnpulan, Firma, Kongsi, I'loperasi, \'a1'asan Organisasi
Massa, Orgai,is;asi Sosial Politik, atau Organisasi yang se-jenis, l,cmbaga, bentuk
usaha 1-etap serta bentllk usaha lainnya yang melakukan l<egiatan pengeluaran
dan/atau penri,rsl,kan ternak dan/ateiu baharr as;a1 hen'an.

17.

1B

19.

20

2I,

22.
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23. Surat Kelerangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat Veteriner adalah keterangan
teknis yang menyatakan ternak memenuhi persyaratan teknis kesehatan
hewan.

24. Bibit temak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang memiliki sifat
u:nggul dan mewariskannya serta. memenuhi persyaratan tertentu untuk
dikembangbiakkart.

25. Benih terriak vang selz.njutnya disebut benih adialah bahan reproduksi ternak
yang berupz, maui, sel telur, telur tertunas, dan embrio.

26. 'Iernak l?umin:rnsia In,lukan adalah ternak betina bukan bibit -',ang memiliki
organ r o; odrtl.,si norrral dan sehat digtrnal<an untttk pengembangbiakan.

27. Tern;rk l{trmri.rar.sia Br:trna Produktif adalah ternal( ru ':nar.sia besar betina
Jrang melaltirl<an kurang dari 5 kali, atau berumur B tahun dan ruminansia
kecil yang mr":lahirkan l<urang dari 5 kali atau berumur dibarvah 4 tahun 6
bulan _vang organ reproduksinya masih berfurrgsi secar-a normai dan dapat
beranak.

28 Ternak Perah adalah ternak yang diperlihara secara khusus untuk
dimanlaatkarr sebagai penghasil susrL.

29 . Temak Unggas adalah setiap jenis burung yang dipelihara secara khtrsus untuk
dimanfaatkau sebagai penghasil daging dan teiur.

30. Sapi Bakalan adalah sapi bukan bibit yang mempunyai sifat unggui untuk
dipelihara selama kunln waktu tertentu guna tujuan produksi daging.

31. Sapi siap potorlg selan-i utnya disebut temak potong adalah sapi bakalan yang
siap untuk dipotong dan dikonsumsi daging serta karkasnya.

32. Rudidaya adalah kegiatan memelihara hewan/tanaman mulai dari pembenihan
sampai pemungur-arr / pemanenan hasil

33. Produk Hewan adala! semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar
dan/atau tel.,h diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi,
farmakoseutika, . pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan
kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

34. Veteriner adalah seluluh urusar yang berkaitan dengan hewan dan penyakit
hewan.

35. Medik veteriner adalah. penyelenggaraan kegiatan praklik kedokteran hewan.

36. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yar)g antara lain,
disebabkan cacat genetik, pl.oses degeneratif, galgguan metabolisme, trauma,
keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus,
oakteri, cendawan, lan ricketsia.

aF7

38.

39.

40.

Pcnyakit er.sotik adalah penyakit hewar yang tidak ditemukarr ada di Indonesia.

Surat Keterai-rgan Layak Bibit Ternak adalah surat yang menerangkan
kesesuaian ternak terhadap standar persyaratar muti' bibit (Standar Nasional
Indonesia (SNI) Pers5'aratan Teknis Minimal (PTIrf), untuk rumirun galur ten,ak
yang sudah C.itetagkan atarr dilepas.

Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau
mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan
penyakit tersebut.

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau
se,baliknya.

4t.
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42. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang bertarrggung .1au,ab dan merniliki kompetensi dalam penyelenggaraan
Kesehatan Hewan.

43. Nomor Kontrol Veteriner selanjutnya disingkat NKV adaiah sertifikat sebagai
bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan .HSzgiene dan Sanitasi
sebagai jaminan keamanan ;roduk hew,an pada unit usaha produk hewan.

44. Pemeriksaan Organoleptik adalah pemeriksaan dengan menggunaka:r indera
manusia yang has',lnya dapat digunakan untuk meng ndikasikan kebusukan,
kemundutan mutrt darr ke"usakan lainnya dari suatu produk.

45. Mutu pangan adala-h nilai yang ditentukan atas dasar kreteria keamanan
pangan, kanciungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan,
makanan dan minurnan.

46. Kehalalan pangan adalah setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetik,
dan produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram yang dilarang
untuk diko;rsumsi, digunakan dan dipaxai oleh umat Islam sesuai dengan
sJ'ariat Islam.

Pasal 2

(1) Peraturan (iul.,emur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pernerintah
daerah dala.n:

a. mengator dan mer,gendalikan jumlah hewem dan produk hervan y61g
dilal,ilinta skan; dan

b. membe,-ihan perlindrrngan terha.dap hewan, rnasyaraxt t dr.r lingkungan.

(21 Peraturan Gulrr:raur ini bertujuan untuk:
a. melindun6.,i kesehatan hewan dan mencegah penyakit hewan menular pada

hewarr serta produk hewan;

b. melindungi masyarakat terutama melalui jaminan mutu / keamanan,
kesehatian, keutuhan dan kehalalan produk trewan; dan

c. menjamin keterseciiaan produk hewan di daerah n-relalui pengendalian
pengeluaran dan pemasukan hewan dan/zrtau produl< hernan.

I{ewan yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah,
rr,eliputi:
a. temak bibit;
b. ternak bakalan:
c. ternak ruminansia indukan;
d. ternak ruminansia betina produktif;
e. ternak perah;
f. ternak kuda;
g. ternak babi;
h. terriak Lambing/riomba;
i. ternak un.ggas;
j. ternak potol.g;

BAB II
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEtrIAN DIIN,/ATAU PR,ODI'X HEWAN

Pasal 3
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k. hewan kesayangan;
l. hevran eksotis;
m. hewan liar; dan
rr. hewan akuatik

Pasal 4

Produk hewan yang dapat :limasukkan ke dalam dan dikeluarkan ke luar daerah,
meliputi produk seghr dan produk olahan, yang telTnasuk didalamnya karkas,
dagrng, jeroan, kulit, tuialg, tanduk, susu, telur, bulu, dan semen beku.

(1)

BAB III
SYARAT PEMASUKAN HEWAT{ DAN/ATAU PRODI'K HEWAN

Pasal 5

Setiap badarr usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pemasukan
hewan ke Daerah harus memiliki rekomendasi pemasukan dari Kepaia Dinas
vang didasari ol,:h rekomendasi dari otoritas veteriner provinsi.

Untuk keg;a-tan pemasukan 411ar provinsi atau antar pulau wajib memiliki
rekomendasi izin pemasuka-' hewan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
yang dilakukan dengar, syarat:

a. Mengajukan permohonan rekomendasi atau i:'n pemasukan hewan
kepad er Kepala Dinas derrgan melampirkan:

l. Surat keterangari tentang status dan kondisi usaha peternakan dari
Dinas yang membawahi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
Kabupaten/Kota.

2. Surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner yang
ditanda tangani oleh dokter hewan berwenang daerah asal.

3. Iziit Pengeluaran hewan dari Dinas yang mernbawahi fungsi petemakan
dan kesehatan hewan Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal.

4. Surat hasil uji laboratorium kesehatan hewaa sesuai ketentuan 5,ang
berlaku, berasal dari daerair bebas Penyakit Hewan Menular Strategis.

5. Ka..tu 'l'anda Perduduk (KTP) untuk perorangan.
6. Srrrat lzin Usaha Perdagangar (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak

(|{PWP) ur"rtul< ileru3ahaan, asosiasi, badan r-rsirha.

7. Setiap lteu,an dan/atau produk he'"van 1'ang masuk ke Daerah harus
. -rt:rrr,.,rr r r h i pers\,.rratan Karantina sesuai ketentu an van g lterlaku.

b. l:errnrrlr o r r r,rn rekomcndasi pemasukan her,,'an seL ain rrril tercantllm
dalam -,anrpiran I Peraturan Cubernur ini.

Pasal 6

Setiap t:ada.n usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pemasukan
produk he,van lre Daerah harus memiliki rekomendasi pemasukan rlari Kepala
Dinas yang didasari oieh rekomendasi dari otoritas veteriner prc,vinsi.

Untuk kegiatan pemasrrkarr antar provinsi atau antar pulau rvajib memiliki
rekomendasi izin pemasukan produk hervan sebaLgaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dilakukan dengan syarat:

a. Mengajukan permohonan rekomendasi atau izin pemasukan produk hewan
kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
1. a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Tanda Daftar Perusahaarr (TDP); dan
e. Notaris Pe.srdirian Perusairaan.

(21

(1)

(2)
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2. Surat jaminan mutu dan keamanan pangan yang dituangk.an dalam
suril keterangan hasil pengujian dari laboratorium Kesmavet yang
ter,rk rr:clitasi dan atau teiah mendapat registrasi .l-ri I.adar. Pengawas
Obzrt rlar: Makanan (BPOM).

3. Sertilil<at Veter-iner dari dokter hewan benvenang (otoritas veteriner)
dae:a,r asal.

4. Sei'tifikr.t NKV.

5. Sertifi.kat halal dari Majelis Ulanra Indonesia (MUI) pus:rt/daerah asal
produk.

6. Untuk produk hewan non pangan yang mengandr-ing babi dan
tllrlillannya harus dicantumkan secara jelas daiam surat pen.gantar
barang dan kemasan bahwa produk hewan tersebut mengandung
bahan yang tidik halal.

7. S.rrat Keterangan bermaterai kepemil:ikan cold storaqe dan alat
transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukung untuk
produk yang membutuhkan penyimpanan di ruang pendingin).

b. Permohonan rekomendasi pemasukan produk hewan sebagaimana
dimaksud pada alat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 7

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memasukkan temak potong
dan/atau temak bakalan impor sepanjang populasi ternak di Daerah masih
melebihi kebutuhan dalam Daerah.

(21 Penetapan jumiah populasi ternal< di daerah dan jumlah kebutuhan ternak
dalam daerah ciitetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi otoritas veteriner
dan/atau Dinas yang nembidangi urusan tersebut.

Pasal 8
(1) Setiap orar g dan atau badan usaha yang melakukan pemasukan ternak bibit

dan/atau benih temak atau temak potong antar provinsi harus memenuhi
syalat:
a. sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehar,an hewan dari daerah

asal;
b. hasil pemeriksaan laboratorium penyakit hervan;
c. surat keterangan layak bibit untuk temak bibit;
d. surat keterangan layak benih untuk benih ternak;
e. rekomendasi penasukan dari Dinas; dan
f. alamat dan nama tempat penerima.

(2) Layak bibit pada ayat (1) huruf c harus memenuhi hal:
a. merupakan semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternal<

yang mcmenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk
meningkati<an produksi sesuai dengan jenis ternaknya;

b. merupa.kan hasil sel-^ksi dari Pengawas Bibit Temak; dan
c. pengawas Bibit Tcrnak ditetapkan oleh Gubemur dan diusulkan oleh

Kepala Dinas.
(3) Penyele,,sian menunlt ayat (21 huruf b harus sesuai persyaratan:

a. Ternak asli dan Ternak lokal;
b. Sehat darr bebas dari penyakit hewan menular berdasarl<i.an sertifikat

vetcriner ;itau nama lain; dan
c. Perfomar memeriuhi kriteria bibit yang didasarkan pada rurnprrn, umur

dan }:esr,buran reproduksi.
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BAB V

SYARAT PENGE:LUARAN HEWAN DAN/ATAU PRODUK HEWAN

Pasal 10

Untuk kegiatan pengeluaran hewan dan/atau produk hewan antar provinsi atau
antar prslsp wajib memiliki rekomendasi dari Kepala Dinas atas rekomendasi dari
otoritasi veteriner provinsi.

Pasal 1 1

(1) Temak sapi (iarl kerbau tretina proclul<tif dilarang rlikeluarkan dar:i Daerah
l:ecuali,tltr t l< dibudidaval<an.

(2) Ternak sapi d:rn l<erbau betina produktif sebagaimana di '.rks,.,d pada avat (1)
lvajib memen uhi syarat-syarat sebagai berikr-rt:
a. mendapat kan rekomendasi pengeluaran tennak betina prodLrktif yang

ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
b. ketersedir,an bibit Ci Daerah cukup;
c. ada jarninar dari provinsi tujuan bahwa bibit ternak dan Da-erah akan

dibudidayakan dan tidak dipotong yang dibuktikan ,lengan surat
keterangzrn dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan
hewa.n prov insi tu-i uan.

Pasal 12

Syarat-syarat pen gel uaran h ewan:

a. Merrgajukan perrnohonan rekomendasi atau izin pengeluaran hewan kepada
Kepala Dinas dengan melampirkan:

1 . Surat keterangan tentang status dan kondisi usaha.peternakan dari Dinas
yang membar.r ahi fungsi petemakan Kabupaten/Kota;

2. Surat keteranganlkesehatan hewan atau sertilikat veteriner yang ditanda
ta.ngani oleh dokte: hewan berwenang kabupaten/kota;

3. Surat hasil uj; iab kesehatan hewan sesuai ketentuan yang berlaku,
berasal dari daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis;

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NpWp)
untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha;

6. Ternak bibit disertakan Surat Keterangan dari Provinsi tujuan memiliki
lokasi/unit'rntuk pembibitan/ budidaya temak;

7. Surat jerninan dari provinsi tujuan bahwa tiibit tern rk dari Daerah akan
dibudic.ayakan dan tidak Cipotong;

3. B.rku/catatan vaksinasi rabies khusus hevi.an kesayangan yang masih
berlaku (saat pcmberangkatan) ; dan

9. Surat persetui ran dari BKSDA setempat untuk pengeluaran hewan liar.
b. Permohonan rekomendasi pengeluaran hewan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Peratlrran Gubernur ini.

c. Untuk hevran aquatik meugikuti peraturan pengeluaran hewan aquatik dari
irrstansi yang membidangi urusan perikanan.
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Pasal 13

Syarat-syarat pengeluaran produk hewan

(a) Mengajukan oermohonan rekomendasi atau izin pengeluaran produk hewan
kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:

1. Kartu Tanda Penduduk (K.TP);

2. Surat Izin rJsaha Perdagangan (SIUP);

3. Nomo'Pokok Wajit Pajak (NPWP);

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

5. Akta Notaris Pendirian Perusahaan;

6. Surat jam.inan mutu dan keamanan pangan yang dituangkarr dalam surat
keterarrgan hasil pengujian dari laboratorium Kesmavet yang
terakreditasi dan atau telah mendapat registrasi dari Badar Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM);

7. Sertifil<at Veteriner dari dolrter hewan berwenang (otoritas veteriner);

8. Sertifikat NKV;

9. Sertiiikat halal dari Majelis Ulama In lonesia (MUI) pusat/provinsi;
10 Unt,rk produk hewan non F,angan yang mengandung babi dan

turlrnannya harus dicant rmkan secara jelas dalam surat pengantar
barang dan kemasan bahwa produk hewan tersebut mengarrdung bahan
yang tidal: halal;

1 1 . Surat l(eterangan bermaterai kepemilikat cold storage dan alat
trar,sportasi berpendingin disertai bukti/<lokumen pendukung (untuk
prodrrk -yang membutuhkan penyimpanan di ruang pendingin); dan

12. Rexonrendasi p<'masukan dari dinas yang rrrembidangi i(esmavet F'rovinsi
tujuar rrntuk pengt:luaran produk hewan.

(b) Permohonan rel<cmend asi pengeluaran produ.k hewan sebagaimana tercantum
dalam LamJ:,rarr [] Per.rt uran Gubernur ini

Pasal 14

Pemasukan Can pengeluarar hewan dan/atau produk hewan antar ka.bupaten/kota
dalam provinsi, harus dilengkapi dengan sertifikat veteriner.

Pasal 15

(1) Pe;-rgangkutr.n hewan harus memenuhi persyaralan:
a. ternak bioit, bakalan temak, rurninansia indukan, ternak rurninansia

betina produktif, ternak perah, ternat kuda, ternak babi, dan temak
kambing/domba harus diangkut dengan kendaraan bak terbr-rka sehingga
ternak yang diangkut mudah dilihat;

b. ternak unggas harus diangkut dengan kendaraan khusus yang didesain
seperti kandang unggas dengan yentilasi yang baik;

c. hewan kesayangiln, hewan eksotis, hewan. aquatik ditempatkan pada
box/tempat khusus yang didesain untuk membau,a hewan kesayangan,
hewan eksotis, hpwan aquatik; dan

d. benih ter:rak harus diangkut menggunal<an konteiner khusus dan
dilengkapi dengan N2 cair yang cukup.

(21 Pengangkutan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) hurufa dan hurufb harus
memperhatikan kesejahteraan hewan.

(3) Pengangkutan produk hewan harus memenuhi persyaratan hggine dan
sanitasi.
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BAB V

PENUTUPAN PEMAST'XAN/ PENGELUITRAN HEWAN

, Pasal 16

Dalam rangka pengendalian wabah penyakit hewan menular dan atau stabilitas
populasi temak, Gubemur dapat menetapkan penutupan Daeral, terhadap lalu
lintas hewan dari dan ke Daerah yang ditetapkan secara khusus dengan Keputusan
Gubemur atas rekomendasi dan otoritas veteriner provinsi.

. Pasal 17

Pencabutan Penutup..rn Daerah dan pencabutan Status wabah diberlakukan dengan
ditetapkan dengan Kep..rtusan Gubemur atas rekomendasi dari otoritas veteriner
provinsi.

BAB VI
PEMBII{AAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pcngawasan
dilaksanaka;r oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

atas pelaksanaan Peraturan ini secara teknis

Pasal 19

Dalam pros:s pengeluaran ke luar Daerah atau petnasukan ke dalam Daerah,
hewan rlz-n/ a.tau prodrrk hewan di perjalanannya harus memeriksakan kes-suaian
dokumen dan fisik hewar-r dan/atau produk hewan di ritsk cl zck point di perbatasan
Drrerah.

Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum dilarang memasukkan dan atau mengeiuarkan
hewar. dan/ata,r produk hewan yang beresiko membawa penyakit atau penyakit
hewan menular tertentu dari daerah tertular dan/atau terduga ke Provinsi Lampung
yang telah bebas penyakit hewan tertentu atau dalam proses pembebasan penyakit
hewan tertentu.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 21

(1) Setiap ba,.lan hukun-r atau l)erorangan _yang melakukan usaha pemasukan dan
atau nerrgelLraran henan, wajib melaporlian realisasi peJaksanaan
pemasuKan / pr:ngehrerarr hewan berdasar surat rekomendasi vang diterbitkan
oleh Kepala Dir,as selambat-iambatrr5,a 10 (s,epuluh) r ari selelah hewan
dikeluarkan da.n dimasukan dari atau ke Daerah.

{21 Kepala Dinas rnelaporl<an setiap bulan pemasukan dan atau pengeluaran
hewan ke dar' dari Daerah kepada Gubernur.

BAB VIII

KETEI{TUAN PERALIHAI\I

Pasal22
Rekome.rdasi pemasukan dar, atau pengeluaran hew'an yang pernah dikeluarkan
sebelum Peraturan Gubernr',r ini ditetapkan, masj.h t.etap berlaku sampai dengan
berakhirnya masa berlakunya.
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BAB TX
PEITUTT'P

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempata-nnya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2O2O

GT'BERITUR LAMPTIIYG,

dto

ARINAL DJUNNDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPT'NG,

dto

Ir. FAHRIZAL DARIUIIYTO. MA.
Pemblna Utama

IIIP. 19641021 199()()3 I (x)8

Salinan se dengan aslinya
KEPALA HI'KUM,

ZULFIKAR SH. MH.
Pemblna Utama Muda

NrP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAIIUN 2O2O NOMOR 40
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LAMPIRAN I

PERMOHONAN REKOMENDASI PEMASUKAN
Nomor :

Lampiran :

KepadaYth :

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR '. 40 Tahun 2O2O
TANGGAL :9 Juli 2O2O

Kepala Dinas....

I
2
J
4

JI
Yang bertanda tangan di bawah ini
1. Nama/Nama Perusahaan
2. Alamat
3. Izin Usaha Pembibitan/ Peternakan
4. NPWP/No.KTP
Dengan ini mengajukar permohonan pemasukan hewan

Dengar rincian sebagai berikut
Jenis :

Galur/ Ras/ Bangsa :

Strain i

Jumlai (ekor/butir/ straw/Kgl L€mbar/ Liter
Betina : ekor

Daerah Asal :

Perusalaan Pembibitan Asal :

Lokasi Pemasukan :

AIat Angkut :

Pelabuhan/Pintu Pengeluaran :

Pelabuhan/Pintu Pemasukan :

Jadwa.l Pemasukan :

Pelaksanaan Impor/Pemasukan :

-Nama Perusahaan :

-Alamat :

-No.API :

Penerima Impor/Pemasukan :

-Nama/Nama Perusahaan :

-Alamat :

-lzin Usaha Pembibitan / Peternakan :

Jantan : ekor
5.
6.
7.
8.
9.
lo.
11.
12.

13.

Sebagai kelengkapan, bersama ini dilampirkan copi (lihat keterangan) dan spesifikasi
hewan / produk hewan.. .yang akan diimpor / dimasukkan ke Provinsi
l,ampung.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatinnya diucapka;r terima kasih.

Bandar Lampung,

Pemohon,
*Dibubuhi cap Perusaiaan

GUBERNUR LAMPUNG
Sa.linan se uai dengan aslinya

BIRO HUKUM,

ARINAL DJUNAIDI

Pembiaa Utama Muda
NrP. 19680428 199203 I OO3

ttd

(.
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LAMPIRAN II :

PERMOHONAN REKOMENDASI PENGELUARAN
Nomor :

l,ampiran :

KepadaYth :

Salinan dengan aslinya
KEPALA HUKUM,

PERATURAN GUBERNUR I-AMPUNG
NOMOR i 40 Tahun 2O2O
TANGGAL :9 Juli 2O2O

JI
Yang bertanda tangan di bawah ini
l. Nama/Nama Perusalaan :

2. Alamat :

3. Izin Usaha Pembibital/Peternakar :

4. NPWP/No.KTP :

Dengal ini mengajukan permohonan pengeluaran hewan
dengal rincian se[agai Ssrikut :

I . Jenis :

2. Galur/ Ras/ Bangsa :

3. Strain :

4. Jumlah (ekor/ butir/straw/Kgl Lemba.r/Liter :

Betina :

5. Daerah AsaI :

6. Perusahaan Pembibitan Asal :

7. Lokasi Pemasukan :

8. Alat Angkutan :

9. Pelabuhan/Pintu Pengeluaran :

10. Pelabuhan/Pintu Pemasukaa :

I l. Jadwal Pengeluaran :

12. Pelaksanaan ekspor/Pengeluaran :

-Nama Perusahaan :

-Alamat :

-No.API :

13. Penerima ekspor/ Pengeluaran :

-Nama/Nama Perusahaan :

-Alamat :

-lzin Usaha Pembibitan/Peternakan :

Sebagai kelengkapal, bersama ini dilampirkan copi (lihat keterangan) dan spesifikasi
hewan / produk hewan... yang akan diekspor / dikeluarkan dari Provinsi
Lampung.

Demikial permohonan ini disampaikan, atas perhatinnya diucapkan terima kasih.

Bandar l,ampung,
Pemohon,

"Dibubuhi cap Perusahaan

ekor Jantan: ekor

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

ttd

Pemblaa UtatEa Muda
NrP. 19680428 199203 I OO3


